
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NoMoR 4l rAHUN 2o2o

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. ba.hwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat

Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

sebagaimala dimaksud dalam huruf a, telah sesuai

dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan

Nomor 0,61l1L3llvlll2020 Perihal Rekomendasi

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambairan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
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3.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang

Perimbangai Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta-urbahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana tel,ah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undarrg Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintrhan Daerah (Ifmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567911

4.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabata,l Fungsional Fegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahart kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), scbagai$ana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ferubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tefltang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 51, ?ambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran

Negiara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887), sebagaimana telah diubah den88n Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 teotang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentsng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubuk

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahart

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2Ol9 tentang Pusat Keschatan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 1335);

Peranrran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentsng Pedoman Pembentukan dan KlasiEkasi Cabalg

Ditras drn Unit Fela*sana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tcntang Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas flrmbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 10);

8.

9.

10.
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11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tatu)n 2OO8 tentang

Pembentukan Unit PeLaksana Teknis Dinas Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupat€n Musi Rawas Tahun 2oOB Nomor 27)

sebagaimana telah diubal beberapa kali dan teral(hir

dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019

tentarB Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor

27 Tahr:n 2O0a tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Telois Dinas Kesehatan l(abupaten Musi Rawas (Berita

Daerah IGbupaten Musi Rawas Tahr:n 2019 Nomor 43);

12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2O16

tentang Kedudukan, Suaunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita

Daerah Ikbupatcn Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Meltetapkari : PER.aITURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKMS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PADA DINAS KESEI{ATAN KABI,'PA:IEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima&sud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Dinas Kesehat€n adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

4. Kepa-la Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

5. Sekr€tariat adalah Sekretariat Dinas Kecehatan

KabupatEn Musi Rawas.

6. Sekrctaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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7. Unit Pelalsana Teknis yang selanjutnya disingkat UPf

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan

masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat

pertaaa, dengan lebih mengutamakan upaya promotif

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah ke{anya.

9. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut PUSTU

adalah jejaring PUSKESMAS atau {asilitas kesehatan di

bawah binaan PUSKESMAS di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

10. Pondok Bersalin Desa yang diselanjutnya disebut

POLINDES merupakan jaringan PUSKESMAS yang

memberikan peLayanan kesehatan ibu dan anak di desa

dalam binaan PUSKESMAS.

11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut

POSKESDES merupakan jaringan PUSKESMAS yang

memhrikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa

dalam binaan PUSKESMAS.

12. Upaye- Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatlan kesehatan serta mencegah dan

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan

sasaran keluarga, kelompok dart masyarakat.

13. Usaha Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya

disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan peLayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan memulihkan kesehatan

perseorangan.
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14. Unit Pelaksana Teknis yang seLanjutnya disebut dengan

UPI adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.

15. Unit Pelaksana Tekds Pusat Kesehatan Masyarakat

yang selanjutnya disebut UPT-PUSKESMAS adalah UP-I

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

16. Kepata UPT adalah KePaIa UPT-PUSKESMAS pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Muai Rawas.

17- Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok

Jabatan Fungsionaf di Ungkungan UPT-PUSKESMAS

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

18. Eselon adalah tingkatan jabatan struhural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-

PUSKF,SMAS pada Dinas Kesehatan;

(2) UPT-PUSKESMAS merupakan UP'I Kclas A;

(3) UPT-PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (l)
terdiri dari :

a. UPT-PUSKESMAS MUARA BELITI, di Kecamatan

Muara Beliti;

b. UPT-PUSKESMAS C.

Tugumulyo;

c. UPT-PUSKESMAS L.

Tugumulyo;

NAWANGSASI, di Kecamatan

SIDOIIAR.TO, di Kecsmatan

d. UPT-PUSKESMAS TERAWAS, di Keca.sratan STL. Ulu

Terawas;

e. UPT.PUSKESMAS SELANGIT,

Selangit;

di Kecamatan

f. UPT-PUSKESMAS O MANGUNHAR.TO, di Keca.Batan

Purwodadi;
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f. UPT-PUSKESMAS O MANGUNHATT'JO' di Kecanatan

Purlodadi;

UPT-PUSKESMAS SUMBER IIARTA' di lGcsmatan

Sumber Harta;

UPT-ruSKESMAS MEGANG SAKII, di lGcamatan

Megang Sakti;

UPT-PUSKESMAS KEUNGI w.C, di Kecamatsn

Megang Sakti;

UPT-PUSKESMAS MUARA KATI, di KCCArIATAN

Tiang Pumpung KePunguu

UPT-FUSKESMAS MUAM LAKITAN, di Kecamatan

Muara Lakitan;

UPT-ruSKESMAS BUMI MAKMITR' di Kecarnatan

Muara kkitan;

UPT-PITSKESMAS CECAR, di Kecanatan RIS Ulu;

UP-r-PUSKESMAS SUNGAI BUNIIT, di Kecanutan

BfSt Ulu;

UPT-PUSKESMAS CIPIODADI, di Kecamatan Suka

Karya;

IJPT-PUSKESMAS AIR BEI.JTI, di Kecamatan Tuah

Negeri;

m.

n.

t.

l.

o.

q. UPT-PUSKES}MAS MUARA KEUNGI, di

Muara Kelingi;

r. t PT-TSrESMAS KARYA SAKTI, di

Muam Kelingi; dan

s. LJPT-PLISKESMAS JAYAIOKA, di

Jayaloka;

Sctiap UPT-PUSKESMAS memilik wilayah

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan

masing-masing UPT'

(4)

Kecamatan

KecaEatan

Kecamatan

kerja yang

kemampuan

P.,\Flr roORDIIlll
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(2t

KEDUDUKAN

Pasal 3

IPT-PUSKESMAS merupakan unsur pclaksana

scbagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

tekris penunjang penyelenggaraan bidang keschatan

pada Dinas Kesehatan.

UPT-PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala UPt yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepal,a Dinas' da.lam

pelaksanaan tugasnya sec.ra administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinae.

(3) UPT-PUSKESMAS berkedudukan sebagai unit

organisasi bersifat frrngpional yang memberikan

layanan secara profesional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT-PUSKESMAS terdiri dari :

a, Kepala UPT;

b. SubbaSian Tata UEaha;

c. PenanSgung Jawab UKM dan l<eperewatan Kesehatan

Masyarakat;

d. Penaggung jawab

Iaboratorium;

UKP, IGfarmasisn dan

e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas

dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Keschatan; dan

f. Xelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagEimana 'rimaksud pada

ayat (1) huruf a, dipimpin oleh lGpala Subbagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPT;

(3) Strulfirr Organisasi UPT-PUSKESMAS

tercantum dalam Lqmpiran Peraturan Bupati ini dan

8
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l2l

(3)

Subbagian Tata Usaha sebagaimsna dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berada dibawah dan bertanggmg jawab kepada Kepala

UPT;

Stnrttur Organisasi UP'r-PUSKESMAS scbagaimana

tercantun dalam Lampiran Feraturan Bupati ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dali

Peraturan Bupati ini'

BAB V

TUGAS DAN FI'NGSI

Pasal 5

UPT-ruSKESMAS mef,punyai tu8as melaksangkan

kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis

pcnunjang Dinas dafam pencapaian pembangunan

kesehatan diwilayah kerjanya dalam tujuan mewqiudkan

keca.matan sehat.

Pasal 6

Untuk melakeanakan tugEs sebagEimana dimaksud dalam

Pasal 5, t PT-PUSKESMAS mempunyai fimgsi sebagei

berikut :

a. penyelengaraan pelayanan keBehatan masyaEkat

tingkat pertana di nilayah kerjanyai dsn

b. penyelengaraan upaya keschatan Fr8corangan tingkat

pertama di wilafh kerjanYa.

Bagian Kesatu

Kepala t PT

Passl 7

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan upa.ya

pembangunan kesehatan diwitafh kerjanya dalam rangka

tcrwujudnya kecamatan schaL



d.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 7, Kepala UPT mempun,€i fungsi sebagai berikut :

a. trrnyusunan rencana program dan pctunjuk telmis

pel,aksanaan operasional LJPT-PUSKESMAS;

b. pelaksanaan teknis operasional UPT-PUSKESMAS di

bidang upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama,

upaya kesehatan perscorangan tingkat pertama serta

sistem rujukan;

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaran jaringan

pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring

fasilitas pel,ayanan kesehatan lainnya;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

operasional peLak8anaan program kegiatsn UPT-

PUSKESMAS; dan

pelaksanaan fungsi lain yartg diberikan ataaan sesuai

tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagiqn Tata Usaha mempunlzai tugas :

a. pelaksanaan penlrusunan renc€na, kegiatan dan

program kerja sub bidang tata usaha;

b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang administraai pcrencanaan dan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan aset, rum,ah tangga

dan kehumasan serta sistem informasi Puskesmas;

c. pengawaean dan pengendalian pelaksanaan

administrasi perencanaam dan keuangan, kcpegawaian,

perlengkapan dan aset, rumah t€ngga dan kehumasan

serta Eistem informa8i,

d, pelaksanaan evalua8i dan pelaporan pelaksanaan tugas;

derr

e. pel,aksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

tugas dan fungsinya.
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Bagian Iktiga
Pensnggung Jawab UKM dsn Keperawatan Masyarakat

Pasal 10

Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Masyarakat,

dalam melaksanakan tugas dibantu pejabat fungsional yang

meuputi:

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial; dan

b. Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan.

Pasal 1l

(t) Upaya Kesehatan Masyaral(at Esensial sebagaimana

yang diynaksud pada Pasal 10 huruf a dilaksanakan

oleh pejabat fungsional yang meliputi:

a, pelayanan promosi kesehatan dan UKS;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c, pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga

Berencana (KB);

pclayanan gizi masyarakat;

pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;

dan

f. pelayanankeperas'atanmasryaratat.

(2) Upaya Kesehatan Maeyarakat Pengembargan

sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 huruf b

dilaksanatan pejabat fungsional yang meliputi:

a. pel,alranan kesehatan jiwa;

b. pelayanan keschatan gigi dan mulut masyarakat;

c. pel&yanan kesehatan tradisional dan kompleEenter;

d. pelayanan keseh,atan olahraga;

e. pelayanan kesehatan indra;

f. pelayanan keaehatan lansia; dan

g. peLayanan kesehatan kerja.

d.

e.



d.

Pasal 12

Datam metaksanakan tugas Penanggung javrab UKM

dan Keperawatart Masystakat melaksanakan frrngsi:

a. trren1 rs\rn perencanasn prograla UKM Esensial dan

b.

c.

UKM Pengembangan;

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

kegiatan program UKM Esensial dan UKM

Pengembangan;

membangun jejaring dalam rangka

mengcmbangkan kemitraan program UKM Esensial

dan UKM Pengembangan;

mengevaluasi pencapaian kinerja program secara

rutin;

e. [renyusun laporan capaian kinerja program secara

rutin; dan

f. melaksanatan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Isboratorium

Pasel 13

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian darl

Laboratorium, dalam menjalankan tugasnya dibantu

pejabat fungsional dalam memberikan pelayanan

berbasis pengobatal, p€rawatan dan rehabittasi medis,

yaog meliputi:

a. pelayanan p€meriksaan umum;

b, pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

c. pelayanan KIA dan KB bersifat UKP;

d. pelayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi bertifat UKP;

f. pelayananpersalinan;

g. pel,ayanan rawat inaP;

h. pel,ayanan kefarmasian; dan

i. pel,ayananlaboratorium;



d.

e,

Pasd 14

Dalam melaksanakan tugasnya Penangung jawab UKP,

Kefarmasian dan Laboratorium melaksanakan fungei:

a. menl^lsrrn perencanaan program kcrja bcrsama

dengan kelompok jabatan fungsional;

b. mengoordinasikan dan mengawasi pela.ksanaan

pel,ayanan diagnotis medis, perawatan, dan

rehabilitasi medis;

c. memberikan pelayanan pengobatan, perawatan dan

rehabilitasi media;

mengevaluasi pencapaian kinerja program secara

rutin;

menlrusun laporan capaian kinerja program secara

rutin; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kclima

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan

Jejaring Fasittas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan

Jejaring Faeilitas Pelayanan Kesehatan, dalam

mel,aksanakan tugas dibantu pejabat fungsiond dalam

memberikan pelayanan dasar sesuai kompetensi jejaring

pel,ayanan kesehatanr dalam wilayah kerjanya meliputi:

a. Pusru;
b. Puskesmas Keliling;

c. POUNDES/POSKESDES;dan

d. Jejaring fasilitas pel,ayanan kes€hatan.
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Pasal 16

Dalan melaksanalan tugasnya Penangung jawab

Jaringan Pelayanan Puskeamas dan Jejaring Fasilitas

Pelayanan Kwchatan melaksarrakan ftmgsi:

a, menJrusun pcrencanaan program kerja bcrsama

dengan kelompok jabatan fungsional;

b, mengoordinasikan dan mengawasi peLaksanaan

pclayanan dasar, lrrawatan, dan rehabilitasi medis;

c. mengoordinasikan dan konsultasi dengan dokter

eebagai penanggung jawab penetapan diagnosis

medis;

e.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pelayanan kesehatan dasar di jejaring PUSKESMAS;

mengevaluasi pencapaian kioerja program secara

rutin;

menJrusun !,aporan capaian kinerja program secara

rutin; dan

g. melaksanakan tugas train yang diberikan atasan'

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatsn Fungsional terdAi dari:

a. Doker;

b. Doktcr sigi; dan

c. Tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang

kcahliFnnlra.

Pa38l 18

(1) IGlompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi

UPf sesuai dengan keahlian yang dimiliki'

(2) Iklompok Jabatan F\rngsional terdiri dari sejumlah

t€naga fungsional yang diatur dan ditetapkan s€suai

dengan Letentusn Peraturan Penmdang-Undangan'



(3) Jumlah tenaga fungsional sebagainrana dimaksud

pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja dengan mempertimbangkan judah
pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk

dan persebarannya, karalderistik wilayah kcrja,

keters€diaao fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertarrn Lainya diwilayah kerja dan pembagiar

waktu kcrja sesuai ketentuan Peraturan Fen:ndarrg-

Undangan.

BAB VII

TATA KER,JA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala

Sub Bagian Tata Usaha, seluruh penanggung jawab

program darr Kelompok Jabatarl F\rngsional

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkr,onisasi dan simptkasi.

(1)

BABVItr

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

I(epafa UPT dan lGpala Sub bagian diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan

ketentuan PeraturEl Ferundang-Undangan.

Kepala UPT merupakan Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan

Jabatan Fengawas setingkat Esclon W.b.

(21

(3)

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2l

UPI yang sudah dibcntuk sobelum Feraturan Bupa.ti

ini ditetapl€n, tetap melaksanakan tugasnya sampai

dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Perahrrar Bupati ini diundangkan' malca

Peraturan Bupa.ti Nomor 27 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Unit Felaksana Teknis Dinas pa.da

Dinas Ke8ehatan KabuPaten Musi Rawas (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Aahun 2OO8 Nomor

27), dicabut dan dinyatakan tidak bedaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tarEgal

diundanglan.

Agar Betiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengsn

penempatannya dilern B€rita Daerah Kabupat€n

Mugi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,

pada tanggql, 3o $ft' 2o2o

Diundanglan di Muara Beliti,

pada tanggal, io M
SEXRETARIS DAERAH

KABI'PATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABI'PATEN MUSI RAWAS TAHI'N 2O2O NOMOR .4I

P n r rooRDtlalsl
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR . 4I TAHUN 2O2O

TENTANG ; PEMBENTUKAN UNIT
PEI.AKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAXAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAII/AS

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PEL.AKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT

PADA DINAS KESEIU$AN KABUPATEN MUSI RAWAS

SUBBAG
TATA USAHA

PARAF'f,OORDINASI

ruowrur[ p&

KEPAI.A UPT

KEIOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Penanggung Jawab
UKP, Kefarmasian
dafl Laboratorium

Penanggung Ja$rab
Jaringan Pelayanan

Puskesmas dan
Jejaring Fasilitasi

Pelayaran Kesehatan

Pena.nggrmS Jarrab
UKM dan

Keperawatan
Kesehatan
Masyarakat


